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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan ditinjau dari
peraturan perundang — undangan mengenai pemberantasan tindak pidana
korupsi dan kekuasaan kehakiman maka penulis menarik kesimpulan
mengenai upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan korupsi
melalui peradilan pidana :

1. Peran peradilan pidana khususnya oleh hakim dalam upaya pengembalian
kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi sangatlah penting.
Hal ini dikarenakan melalui vonis yang dijatuhkan oleh hakim setelah
melalui proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan perundang —
undangan dapat ditentukan jumlah kerugian negara yang harus diganti oleh
terpidana kasus tindak pidana korupsi tersebut. Hasil pengembalian
kerugian negara yang diperoleh dapat kemudian diserahkan ke
Departemen Keuangan untuk selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan
pembangunan nasional seperti membangun gedung sekolah, membangun
jembatan, dan lain sebagainya. Selain itu uang hasil pengembalian
kerugian negara akibat korupsi juga dapat digunakan untuk keperluan
pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat negara Indonesia

seperti pengadaan dan perbaikan fasilitas umum.
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2. Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam
peradilan pidana meskipun hanya sebagai pidana tambahan, akan tetapi
memiliki peran penting dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat
korupsi.

3. Upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi tidak akan pernah
maksimal terwujud, selama pidana penjara sebagai pengganti pembayaran
uang pengganti masih tetap diterapkan. Dengan kata lain, pidana denda
ataupun kewajiban untuk membayar uang pengganti harus diterapkan
secara tegas.

B. Saran

1. Hakim harus memiliki obsesi untuk mengembalikan kerugian negara.

2. Pelaksanaan upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi melalui
peradilan pidana masih perlu ditingkatkan.

3. Pelaksanaan eksekusi penyitaan harta dari terpidana tindak pidana korupsi
yang sakit atau meninggal dunia hendaknya lebih dipertegas guna
mengoptimalkan upaya penyelamatan atau pengembalian kerugian negara
akibat korupsi melalui peradilan pidana.

4. Agar dalam KUHAP ditambahkan mengenai kewenangan pengadilan
negeri untuk memanggil saksi — saksi secara paksa apabila saksi — saksi

tersebut tidak memenuhi panggilan — panggilan sebelumnya.
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